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BAB III
OBYEK PENELITIAN

3.1	Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang
3.1.1	Sejarah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang
	BKD Kabupaten Subang merupakan salah satu kantor pemerintahan yang bergerak di bidang kepegawaian, sehingga diharapkan mampu menyediakan pelayanan bagi masyarakat luas dan pemerintahan. BKD sebagai unit yang berperan untuk memberikan akses kepada masyarakat agar dapat mempermudah dan memperlancar segala urusan mengenai pegawaian
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengandung konsekuwensi dimana penyelenggaraan pemerintahan mengalami perubahaan signifikan baik di pusat maupun di tingkat kabupaten dan kota, hal ini juga sebagai salah satu dampak dari gerakan kepada publik/masyarakat yang dapat memberikan hasil yang lebih kongkrit dsn merata, setiap tahapan proses pelaksanaannya dapat di pertanggung jawabkan(akuntabel) baik secara kinerja financial , maupun manajerial
	Penerapan good Governance sesungguhnya merupakan sesuatu yang tidak bisa di tawar lagi dan harus kita laksanakan dalam era Reformasi ini inti dan subtanstif dari pelaksanaan Good Governance adalah adanya perbaikan public. Peningkatan keadilan dan kesejahtraan rakyat dan transfarasi dan akuntabilitas pemerintahaan. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepolismedapat terwujud apabila system manajemen pemerintahaan di tata sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

3.1.2	Tugas Pokok Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Subang
	 Berdasarkan kepututusan Prediden RI Nomor 195 Tahun 2000 tentang pedoman Pembentukan Badan kepegawian Daerah, Peraturan Daerah KabupatSubang Nomor 15 Tahun 2002 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten subang nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Subang, dan peraturan Bupati Subang Nomor 14D.5 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang menjadi payung Hukum dalam menjalankan amanat yang  di emban Badan Kepegawaian Daerah.  

3.1.3 Fungsi Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang mempunyai fungsi:
	Berdasarkan peraturan Bupati Subang Nomor 14D.5 tahun 2008, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kepegawaian Daerah 
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah  dibidang Pemerintah Derah
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang kepegawai dearah
4. Penyelenggaraan Teknis Administratif Kesekretariatan

3.1.4 Visi  Misi Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang 
Visi Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang adalah:
 “Menjadi Lembaga yang handal dalam mencitakan apartur Pemerintahan yang Profesional”

Misi Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang 
	Misi Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang adalah:
1. Meningkatkan Kualitas  Sumber daya Aparatur Daerah 
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dsn pelayanaan administrasi Kepegawaian
3.  Meningkatkan Kesejahtraan Pegawai negri Sipil Daerah 
4. Meningkatkan Sarana dan PrasaranaAparatur Daerah


3.1.5  Struktur Organisasi Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang 
	Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

BERDASARKAN : PERATURAN PEMERINTAH 41 TAHUN 2007
	 
	     PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2008

 (
UNIT PELAKSANAN TEKNIS
KEPALA
AYI DARAJAT, S.Pd, M.Si
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG MUTASI PEGAWAI
AGUS ISMAIL, S.Pd, MM
BIDANG PROGRAM
ELLA LAELA SUROYA, S.IP
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
H. HIDAYAT, S.Ag, M.Si
BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN
Hj. NINA HERLINA, S.Sos
,M.Si
SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
WAHYUL ANSOR, S.Sos
SUB 
BIDANG  PENYUSUNAN
 PROGRAM
ICEU RATNA JUWITA, BA
SUBID PENGEMBANGAN PEGAWAI
Hj.LELA CARLELA, B.Sc
SUBID PENGADAAN dan PENGOLAHAN DATA PEGAWAI
ARTA
SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
CECEP RAHMAT, S.Sos, M.Si
SUB BIDANG DIKLAT STRUKTURAL
Drs. ASEP KURNIAWAN, ME
SEKRETARIS
Drs. ASEP MUSLIHAT, M.Si
SUB BAGIAN UMUM
HASYIM, A.Md
SUB
BAG KEPEGAWAIAN
ENGKUN SAEPUDIN, S.Sos
SUB
BAG KEUANGAN
NINA SURATNI
SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI FUNGSIONAL
ENDANG RUCHYAT, SE
SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI STRUKTURAL DAN NONSTRUKTURAL
CARLI SUMANTRI, SH.
)













1. Kepala Badan;
2. Sekertariat, membawahkan:
a. Sub bagian Umum
b. Sub bagian Keuangan
c. Sub bagian Kepegawaian.
3. Bidang Mutasi Kepegawaian
a. Sub bidang Mutasi Pegawaian structural dan Non Struktural
b. Sub bidang Mutasi Pegawai Fungsional
4. Bidang Pengadaan Dan Pengembangan
a. Sub bidang Pengadaan dan Pengolahan data Pegawai 
b. Sub bidang Pengembangan Pegawai
5. Bidang Pendidikan dan pelatihan
a. Sub bidang pendidikan dan pelatihan structural 
b. Sub bidang Pendidikan teknis Fungsional
6. Bidang Program 
a. Sub bidang penyusunan program 
b. Sub bidang evaluasi dan Pelaporan


3.1.6	Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang
	Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas tertuang pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.



3.1.7 Uraian Tugas Kepala Badan
1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan mengkoordinasikan kegiatan dalam melaksanakan Pengelolaan Kepegawain Daerah serta Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah.

3.1.8 Uraian Tugas Sekretariat
1. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Badan ;
2. Badan melaksanakan   tugas   pokok   sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Pasal ini, Sekretariat  menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program kegiatan sekretariat ;
Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian ;
b. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan ;
c. Penyelenggaraan administrasi Keuangan ;
d. Penyelenggaraan administrasi Kepegawaian ;
e. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
f. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat ;
g. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin;
h. Pengelolaan naskah dinas ;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
j. Penyusunan laporan hasil kegiatan badan. 

Dalam melaksanakan tugas TUPOKSI tersebut Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) orang Subag :
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
3.1.9 Uraian Tugas Bidang Program
a. nasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan di bidang kepegawaian daerah ;
b. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan ;
c. Pengevaluasian dan penyusunan laporan hasil program dan kegiatan Badan ;
d. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang program kepegawaian daerah.

Dalam melaksanakan tugas TUPOKSI tersebut Kabid di bantu 2 (dua) orang Subid :
1. Sub Bidang Penyusunan Program ;
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.


3.1.10 Uraian Tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	
1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai ;
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai   fungsi:
a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai ;
b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pendidikan dan pelatihan pegawai ;
c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural ;
d. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional ;
e. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengkajian, penyeleksian dan penyusunan materi pengajaran ;
f. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pembinaan kesiswaan ;
g. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai ;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dan pelatihan pegawai.  
Dalam melaksanakan tugas TUPOKSI tersebut Kabid di bantu 2 (dua) orang Subid :
1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural ;
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

3.1.11 Uraian Tugas Bidang Mutasi Pegawai
1. Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang mutasi dan kenaikan pangkat pegawai ;
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Mutasi Pegawai  mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja di bidang mutasi pegawai ;
b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan mutasi pegawai ;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi jabatan structural ;
d. Pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi jabatan fungsional ;
e. Pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi jabatan non struktural;
f. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan kenaikan pangkat pegawai ;
g. Pemantaun dan pengevaluasian pelaksanaan mutasi pegawai ;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
i. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan mutasi pegawai.  

Dalam melaksanakan tugas TUPOKSI tersebut Kabid di bantu 2 (dua) orang Subid :
1. Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural ;
2. Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional.
 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana teknis serta pengaturan  lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

3.1.12 Kelompok Jabatan Fungsional	
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
4. Setiap kelompok, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan ;
5. Jumlah Jabatan Fungsional, ditentukan sifat,  jenis, kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.






3.2 Uraian Tugas Bidang Pengadaan dan Pengembangan

1. Bidang Pengadaan dan Pengembangan  mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengadaan dan pengembangan pegawai ;
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Pengadaan dan Pengembangan  mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan dan program kerja di bidang pengadaan dan pengembangan pegawai ;
b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan dan pengembangan pegawai ;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebutuhan formasi pegawai;
d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pegawai ;
e. Pelaksanaan kebijakan di bidang pensiun pegawai ;

f. Pemantaun dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan dan pengembangan pegawai ;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas 
h. Penyusunan laporan hasil kegiatan bidang pengadaan dan pengembangan pegawai.  

Dalam melaksanakan tugas TUPOKSI tersebut Kabid di bantu 2 (dua) orang Subid :
1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengolahan Data Pegawai ;
2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai.

3.2.1SUB BIDANG  PENGADAAN, PENGOLAHAN DATA
Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian, pasal 43 ayat (2) menyatakan perlunya penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi Kepegawaian. Sehingga perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang merupakan Sub Sistem dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI). Hal ini di perlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

3.2.2 KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PENERIMAAN CPNS
I. Dasar Hukum
1.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan PNS
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga     Honorer Menjadi CPNS
3.  Tidak pernah dihukum
4.  Tidak berkedudukan sebagai CPNS dan PNS
5.  Mempunyai pendidikan sesuai dengan jabatan formasi 
6.  Berkelakuan baik
7.  Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di daerah 
8.  Sehat jasmani dan rohani

II. Ketentuan
a.  Persyaratan
1. Warga Negara Indonesia
2. Bagi CPNS Umum     : -. Usia Minimal 18 Tahun
                                -. Usia Maksimal 35 Tahun
       CPNS Honorer   : -. Usia Minimal 18 Tahun
                                -. Usia Maksimal 46 Tahun
b. Waktu
1. Waktu persiapan 3 Bulan

III. Mekanisme
· Dilakukan melalui 2 (dua) jalur tentang pengangkatan CPNS :
1. Melalui testing umum
2. Pengangkatan melalui tenaga honorer 

IV.  Hasil/Realisasi
Berikut adalah data penerimaan CPNS tahun 2008 per golongan Pemerintah Kabupaten Subang
	REKAPITULASI DATA CPNS FORMASI TH. 2008 PER GOLONGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

	NO
	PANGKAT
	GOL/ RUANG
	KRITIS
	SEKDES
	UMUM
	TKK
	JUMLAH

	1
	Juru Muda 
	I/a
	4
	5
	-
	5
	14

	2
	Juru Muda Tk. I
	I/b
	-
	-
	-
	-
	0

	3
	Juru 
	I/c
	-
	18
	-
	6
	24

	4
	Juru Tk. I
	I/d
	-
	-
	-
	-
	0

	5
	Pengatur Muda 
	II/a
	2
	56
	9
	195
	262

	6
	Pengatur Muda Tk. I
	II/b
	-
	-
	51
	-
	51

	7
	Pengatur 
	II/c
	-
	-
	54
	35
	89

	8
	Pengatur Tk. I
	II/d
	-
	-
	-
	-
	0

	9
	Penata Muda 
	III/a
	1
	-
	197
	63
	261

	10
	Penata Muda Tk. I
	III/b
	-
	-
	10
	-
	10

	JUMLAH 
	7
	79
	321
	304
	711



3.2.3SUB BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI
3.2.3.1 ketentuan tantang pemberhentian  PNS
IV. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 174 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda atau Duda.
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 38 Tahun 2003 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Barat yang menduduki  jabatan Struktural Eselon I dan II sebaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 TAhun 2003.
10. Surat Menteri Sekrertaris Negara Republik Indonesia Nomor B.441/M.Sesneg/2/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Batas Masa Tugas dan Maksimum Usia pension Pegawai Negeri Sipil PNS yang menduduki jabatan Struktural Eselon I dan II.


V. Ketentuan
a. Persyaratan
1. Fotocopy Karpeg yang dilegalisir
2. Fotocopy Karis/Karsu
3. Surat pernyataan tidak menyimpan barang milik Negara
4. Fotocopy surat nikah yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
5. Daftar susunan keluarga yang disyahkan oleh Camat setempat
6. Fotocopy akte/surat kenal lahir anak-anak
7. Surat keterangan masa kerja sebelum PNS
8. Salinan sah dari surat keputusan tantang pengangkatan yang pertama sebagai PNS dan penetapan pangkat/gaji pokok terakhir
9.  7 (lembar) pas foto terbaru ukuran 4x6 cm
10.  Daftar riwayat pakerjaan
11.  DP3 tahun terakhir

VI. Mekanisme
1. Pendataan pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun berjalan (Bulan Januari)
2. Pengumpulan berkas pensiun (setiap bulan)
3. Pengajuan Surat Keputusan kepada :
a. Kanreg III BKN Bandung bagi PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), pensiun janda/duda/anak untuk golongan/ruang setinggi-tingginya IV/b
b. Sekretariat Negara bagi PNS yang memiliki golongan/ruang serendah-rendahnya IV/c
c. Pengajuan Surat Keputusan Pensiun ke Biro Kepegawaian Propinsi Jawa Barat bagi PNS yang mengajukan pensiun atas permintaan sendiri dengan golongan/ruang serendah-rendahnya IV/a
d. Bupati Subang, bagi PNS yang mengajukan pensiun atas permintaan sendiri dengan golongan/ruang setinggi-tingginya III/d (setiap bulan)

IV.  Hasil/Realisasi
Berikut adalah data penjagaan pensiun PNS pergolongan pemerintah kabupaten subang dari tahun 2009 s.d. 2015
REKAPITULASI DATA PENJAGAAN PENSIUN PNS PERGOLONGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
	NO.
	GOLONGAN
	TAHUN PENSIUN
	JUMLAH

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	1
	I/a
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	2
	I/b
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	I/c
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	4
	I/d
	3
	4
	2
	3
	2
	0
	4
	18

	5
	II/a
	44
	58
	55
	46
	46
	48
	32
	329

	6
	II/b
	6
	18
	12
	14
	15
	17
	15
	97

	7
	II/c
	17
	32
	28
	18
	17
	19
	27
	158

	8
	II/d
	14
	7
	5
	11
	14
	13
	7
	71

	9
	III/a
	10
	6
	10
	7
	11
	15
	12
	71

	10
	III/b
	29
	45
	42
	33
	51
	54
	47
	301

	11
	III/c
	20
	26
	19
	26
	43
	32
	37
	203

	12
	III/d
	68
	72
	61
	69
	66
	86
	76
	498

	13
	IV/a
	99
	108
	133
	136
	139
	159
	132
	906

	14
	IV/b
	12
	11
	8
	19
	17
	12
	12
	91

	15
	IV/c
	0
	3
	1
	5
	4
	1
	0
	14

	16
	IV/d
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	IV/e
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	JUMLAH
	324
	390
	376
	387
	425
	456
	402
	2760



3.3    Gambaran Umum Sistem Informasi Manajanen Kepegawaian (SIMPEG)  Sub Bidang Pengadaan Dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kab. Subang

Aplikasi SIMPEG hanya dapat diakses oleh komputer yang terhubung dengan Server   SIMPEG yang ada di Bidang Pengdaan dan Pengembangan Pegawai. Dari kegiatan Pengembangan SIMPEG ini disediakan 5 (lima) komputer yang khusus digunakan untuk keperluan pengaksesan SIMPEG. 
[bookmark: _Toc90453643]SIMPEG adalah salah satu sistem yang terintegritas yang meliputi pendataan pegawai,pengolahan data, prosedur,tata kerja ,  sumber daya manusia, dan Teknologi komputer untuk menghasilkan Informasi yang cepat, lengkap , dan akurat dalam rangka mendukung kegiatan Administrasi Kepegawaian dan menunjang Pimpinan dalam mengambil keputusan. 
Latar Belakang perkembangan SIMPEG
1 Perkembangan Keadaan yang berubah cepat,arus globalisasi yang di dorong dengan kemajuan yang pesat di bidang TI menyebabkan pentingnya dan strategisnyapembangunan dan pengembangan Sistem Informasi di Bidang Kepegawaian.
2  Esensi UU NO.32. Tahun 2004 (Pasal 134) adalah dalam rangka pemutahiran Data PNS oleh Pemerintah dalam rangka penghitungan dan alokasi umum(DAU).
3  Sistem Informasi adalah Instrumen/alat bantu bagi setiap Organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja Organisasi tersebut melelui penyajian dan Pengolahan Data serta pelayanaan Informasi secara cepat tepat dan akurat dengan sistem komputerisasi.
3.3.1	
tiga belas) m Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Jawa Barat Tahun 2007.rmasi Kepegawaian sebagai berikut:Spesifikasi Teknologi
Aplikasi SIMPEG dan Information Desk dibangun dengan teknologi berbasis web. Spesifikasi teknologinya sebagai berikut: Pertama bahasa pemrograman statis seperti HTML, Kedua bahasa pemrograman dinamis yaitu Oracle versi 10 G, Ketiga database dari php MySQL versi 4.0.20, Keempat web server dari Apache versi 1.3.31, Kelima sistem operasi server dari Linux Fedora, dan Keenam Framework dari FuseBox versi 3.0. Untuk pengaksesan, disarankan menggunakan Internet Explorer versi 5.5 ke atas dan halaman yang pertama kali muncul adalah halaman Login, untuk keperluan otentifikasi user. 
Untuk lebih jelasnya dalam penggunaan SIMPEG dapat dilihar dari gambar di bawah ini;


















Gambar 3.2
Halaman Log In SIMPEG  Sub Bidang Pengadaan Dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kab. Subang

[image: ]
Sumber: SIMPEG Biro Kepegawaian Sub Bidang Pengadaan Dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kab. Subang.

Setelah melakukan Log In maka akan muncul halaman utama SIMPEG, dapat dilihat dari gambar di bawah ini:





Gambar 3.3
Halaman Utama SIMPEG Biro Kepegawaian Sub Bidang Pengadaan Dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kab. Subang Tahun 2008

[image: ]
Sumber: Biro Kepegawaian Sub Bidang Pengadaan Dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kab. Subang

Berdasarkan gambar di atas, bahwa halaman tersebut menampilkan informasi berikut:
1. Aturan kepegawaian yaitu menampilkan mekanisme dan peraturan perundangan yang terkait dengan bidang kepegawaian. 
2. Pengumuman yaitu menampilkan daftar pengumuman terbaru yang ditujukan kepada seluruh pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Subang
3. Berita dan artikel yaitu menampilkan berita, artikel, dan tips-tips kepegawaian.
4. Daftar pejabat yang berulang tahun hari ini.
5. Fasilitas pencarian pegawai dengan berdasarkan nama atau NIP.

3.3.2 Menu Master SIMPEG Sub Bidang Pengadaan Dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kab. Subang
Master SIMPEG merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan administrasi sistem dan mengubah data pokok dan data referensi kepegawaian. Fungsi/fasilitas/menu yang dapat digunakan antara lain:
3.3.3  Data Induk Pegawai
Untuk menampilkan data induk pegawai, masukkan NIP dari   pegawai yang bersangkutan kemudian tekan tombol GO. Menampilkan data mengenai: Pertama data induk pegawai terdiri dari informasi: identitas, pengalaman, CPNS, PNS, pangkat, gaji berkala, pendidikan, tempat, dan jabatan.Kedua riwayat pegawai menampilkan data mengenai: pangkat, jabatan, organisasi, jasa, DPPP, hukuman, cuti, dan bahasa. Ketiga riwayat keluarga menampilkan data mengenai: ayah, ibu, suami/istri, dan anak. Keempat riwayat pendidikan menampilkan data mengenai: pendidikan umum, struktural, fungsional, teknis, penataran, seminar, dan kursus.

3.3.4  Laporan Kepegawaian
Fasilitas untuk membuat laporan kepegawaian yang menyajikan data tentang: Pertama nominatif pegawai meliputi CPNS, PNS, pejabat struktural, pejabat fungsional, alumni, masa kerja jabatan, pejabat yang akan pensiun dalam 3 tahun, dan PNS akan pensiun dalam 1,2,atau 3 tahun. Kedua rekapitulasi pegawai meliputi: PNS daerah otonom, pendidikan PNS, jabatan, pensiun dalam 3 tahun, dan gaji PNS DO. Ketiga biodata pegawai merupakan biodata yang terseleksi secara keseluruhan.
Untuk lebih jelasnya mengenai menu master SIMPEG dapat dilihat dari gambar dibawah ini:
Gambar 3.4
[image: ] (
Data Pegawai Baru
)Apabila nip pegawai yang anda ketik belum diinput maka akan muncul form input pegawai seperti berikut :

[image: ]
Sumber: Sub Bidang Pengdaan Dan Pengembangan Pegawai Kabupaten Subang















BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang merupakan suatu pemahaman yang diperoleh dari penyelidikan dari sebuah tindakan/keputusan yang sebenarnya dan memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Analisis  menghasilkan informasi dan dapat dijadikan landasan dalam pembuatan keputusan dari hasil kerja pemerintahan yang berbasis elektronik Kabupaten Subang. Untuk menyelidiki  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009, dapat dilihat dari beberapa indikator. Adapun indikator tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana keadaan sebenarnya tentang  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 meliputi kondisi data infrastruktur, ketersediaan dasar hukum, koordinasi antar instansi, ketersediaan aparatur, ketersediaan sarana teknologi dan strategi pemikiran pemimpin dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009.
Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka penulis akan menjelaskan sebagai berikut:




4.1  Kondisi Data Infrastruktur dalam  Penerapan SIMPEG    Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009.
	Kondisi data infrastruktur dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang sangat diperlukan. Hal tersebut merupakan sebuah dasar yang menjadi tujuan dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tersebut. Untuk mengetahui  kondisi data infrastruktur dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seperti ketersediaan manajemen sistem, adanya dokumentasi, ketersediaan data yang berkualitas dan menjaga keamanan data dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009.
Indikator-indikator tersebut diarahkan untuk mengetahui bagaimana kondisi data infrastruktur dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1 Ketersediaan Manajemen Sistem yang Mendukung dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009. 
	Ketersediaan manajemen sistem sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi data infrastruktur dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009. Untuk mengetahui bagaimana ketersediaan manajemen sistem dalam   Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 dapat dilihat melalui (1)Adanya ketegasan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009; (2)Adanya ketetapan prosedur kegiatan serta biaya yang diperlukan dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009; (3)Adanya penyusunan anggaran untuk kegiatan dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009; (4)Adanya ketetapan  dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009.
	Pertama, ketegasan dalam menentukan tujuan. Hal ini diperlukan karena dengan adanya ketegasan dalam menentukan tujuan dalam Penerapan SIMPEG, kita akan dapat lebih mengetahui apa yang menjadi tujuan dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tersebut. Dengan adanya ketegasan dalam menentukan tujuan tersebut  secara terperinci dapat diketahui hal apa saja yang menjadi dasar dalam membentuk SIMPEG. Berdasarkan hasil pemaparan diatas,  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang mempunyai ketegasan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai. 
 Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang mempunyai tujuan sebagai pusat layanan informasi yang cepat dan akurat tentang pemerintahan Kabupaten Subang serta informasi lainnya mengenai Pemerintahan Kabupaten Subang yang berguna bagi masyarakat maupun aparatur itu sendiri. Tujuan tersebut sesuai dengan SK PINLAK No.01/SIM/PI-HUMAS/II/2006 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kabupaten Subang. Dengan pembentukan SIMPEG diharapkan dapat menyatukan persepsi di kalangan aparatur Pemerintahan Kabupaten Subang mengenai Pemerintahan Kabupaten Subang. Selain itu SIMPEG merupakan wujud dari pemerintahan yang berbasis elektronik Kabupaten Subang. 
Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 memiliki kejelasan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai. Adapun kejelasan tujuan yang ingin dicapai dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 adalah berdasarkan SK PINLAK No.01/SIM/PI-HUMAS/II/2006 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kabupaten Subang maka dibentuklah SIMPEG sebagai pusat layanan infomasi cepat dan akurat tentang Pemerintahan Kabupaten Subang berbasis elektronik yang dapat berguna bagi masyarakat serta dapat menyatukan persepsi dikalangan aparatur Pemerintahan Kabupaten Subang. 
Dengan adanya  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah masyarakat serta aparatur Kabupaten Subang akan semakin mudah dalam mencari informasi yang berhubungan dengan Pemerintahan Kabupaten Subang serta informasi tentang tempat-tempat pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Subang.
Kedua, ketetapan prosedur kegiatan serta biaya diperlukan sebagai sebuah acuan dalam bekerja. Adapun biaya yang diperlukan dimaksudkan untuk mengukur biaya yang dibutuhkan. Idealnya biaya tersebut harus dapat sesuai dengan kebutuhan. Biaya yang diperlukan dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang cukup besar. sehingga diperlukan sebuah rincian biaya yang jelas. Hal tersebut dikarenakan Penerapan SIMPEG merupakan hal yang baru di dalam pemerintahan khususnya dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang.
Ketetapan prosedur kegiatan yang mendukung  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang belum dikelola dengan baik. Salah satunya disebabkan karena Kabupaten Subang belum memiliki Kantor Pengolahan Data Elektronik () sehingga belum ada standarisari yang dijadikan pedoman dalam memberikan informasi yang baik dan benar di dalam SIMPEG. Idealnya Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memiliki  yang mendukung  Penerapan SIMPEG dalam ketetapan prosedur kegiatan. 
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 ketetapan prosedur kegiatan belum dapat berjalan secara optimal hal tersebut disebabkan karena Kabupaten Subang belum memiliki kantor khusus yang mengolah data elektronik sehingga belum terdapat standar yang mutlak dalam memberikan informasi ke dalam SIMPEG. 
Ketiga, adanya penyusunan anggaran untuk kegiatan. Penyusunan anggaran dalam sebuah kegiatan dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam menentukan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009. Dalam penyusunan anggaran hendaknya dilakukan oleh orang yang ahli dalam menyusun anggaran. Hal ini dimaksudkan agar lebih meminimalkan kesalahan dalam penyusunan anggaran.
Penyusunan anggaran dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 dilakukan oleh Bagian Humas Kabupaten Subang. Hal ini disebabkan karena bagian Humas menangani langsung SIMPEG tersebut baik secara teknik maupun non teknik. Jika dilihat maka tugas pokok dan fungsi bagian Humas tersebut bertambah selain  sebagai pengolah data menjadi informasi di dalam SIMPEG, tugas Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang juga bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran kegiatan dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009. Adapun biaya awal yang diperlukan dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 meliputi 
Tabel 4.1
Anggaran Pembentukan dan Pemeliharaan SIMPEG Kabupaten Subang

	NO
	DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN
	SEBESAR

	1.
	Jasa konsultan tentang perancangan penyediaan sistem yang akan digunakan
	Rp.50.000.000,00

	2.
	Pembelian alat yang akan digunakan serta kebutuhan pendukung lainnya 
	Rp.500.000.000,00

	3.
	Biaya pemeliharaan dan pengelolaan / tahun
	Rp.100.000.000,00

	Jumlah biaya yang dibutuhkan
	Rp.650.000.000,00


Sumber: Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
Jika dilihat biaya tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan. Adapun yang menyusun biaya tersebut adalah Bagian Humas karena bagian Humas sebagai pengelola SIMPEG secara teknik dan non teknik.
Penyusunan anggaran dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang belum efektif hal ini disebabkan tidak adanya lembaga yang profesional yang mengelola baik secara teknik dan non teknis segala sesuatu yang berhubungan dengan SIMPEG.
Keempat, adanya ketetapan .  merupakan suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok / pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu.  tersebut digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Berdasarkan hal tersebut dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 mempunyai ketetapan  guna mencapai suatu tujuan yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik. Adapun  dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 meliputi:
· Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
· Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang  dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
· SK PINLAK No.01/SIM/PI-HUMAS/II/2006 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kabupaten Subang
Karena ada - tersebut, terdapat ketetapan  dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009. Namun Kabupaten Subang belum memiliki  yang lebih teknis untuk menerapkan e-Government Di Badan Kepegawaian Daerah.
	Ketersediaan manajemen sistem sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi data infrastruktur dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009. Berdasarkan hasil uraian tentang indikator-indikator ketersediaan manajemen sistem di atas dapat dilihat dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang memiliki ketetapan tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai pusat layanan informasi yang cepat dan akurat tentang Pemerintahan Kabupaten Subang yang berbasis elektornik, ketetapan prosedur kegiatan dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Subang belum memiliki tempat atau kantor khusus dalam mengolah data elektronik. Selain itu  proses penyusunan anggaran di dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang belum ditangani secara baik dan masih terdapat ketimpangtindihan dalam melaksanakan tugas juga belum memiliki  yang lebih teknis untuk menerapkan e-Government Di Badan Kepegawaian Daerah.

4.1.2 Adanya Dokumentasi yang Mendukung dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 
	Dokumentasi  sangat diperlukan dalam sebuah . Hal ini sangat membantu dalam proses perumusan . Adapun dokumentasi tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan dalam mencari dan mengolah data yang dibutuhkan. Adapun dalam proses dokumentasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1) Adanya alat yang mendukung dalam proses dokumentasi  (2) Adanya tempat untuk menyimpan dokumentasi (3) Adanya evaluasi data. Proses dokumentasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana dokumentasi tersebut digunakan. 
	Pertama, alat yang digunakan dalam dokumentasi. Dalam melakukan dokumentasi diperlukan alat untuk mendukung dokumentasi tersebut. Alat yang digunakan hendaklah menggunakan alat yang memang dikhususkan untuk melakukan dokumentasi. Dokumentasi tersebut bermacam-macam bisa berupa tulisan ataupun gambar-gambar. Sejalan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, dokumentasi dapat berbentuk audio visual. Dengan adanya alat yang beragam dalam dokumentasi tersebut kita tinggal memilih alat apa yang cocok untuk proses dokumentasi yang akan kita buat.
	Dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang berdasarkan hasil wawancara alat yang digunakan dalam proses dokumentasi tersebut berupa satu unit camera digital, tujuh unit komputer dan satu unit handycam. Alat tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jika dilihat dari pegawai khususnya yang mengelola SIMPEG.  Jumlah alat yang mendukung dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang sudah dapat dikatakan memadai. Namun idealnya seperti Camera digital dan handycam, masing-masing memiliki dua unit untuk menjaga dari hal yang tidak diinginkan seperti rusak dan hilang.
	Kedua, tempat penyimpanan dokumentasi. Penyimpanan dokumentasi sangat diperlukan. Hal ini dapat membantu dalam proses pencarian data. Dalam membuat tempat penyimpanan data hendaklah disesuaikan dengan bentuk dokumentasi yang telah dibuat. Dengan demikian dokumentasi tersebut akan tersusun rapi dan akan lebih memudahkan kita dalam mencari data yang diperlukan. Idealnya tempat penyimpanan dokumentasi tersebut berupa sebuah ruangan yang khusus dibuat untuk penyimpanan dokumentasi.
	Dokumentasi dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang disimpan dalam beberapa bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dokumentasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bentuk tersebut berupa buku laporan administrasi pelaksanaan pekerjaan, buku laporan hasil  pekerjaan serta buku panduan manual SIMPEG itu sendiri. Tempat yang digunakan dalam menyimpan dokumentasi berupa laporan-laporan tersebut menggunakan locker. 
Namun jumlah locker yang tersedia belum mencukupi. Hal tersebut dapat terlihat dengan masih disatukannya data-data dari setiap SKPD sehingga  masih ada data-data yang tidak tersusun rapi. Idealnya jumlah tempat penyimpanan data seperti locker harus sesuai dengan jumlah SKPD yang ada Kabupaten Subang sehingga akan lebih memudahkan dalam mencari data dari SKPD yang dibutuhkan. 
Bentuk lain dalam menyimpan dokumentasi berupa software-software instalasi serta gambar audio visual dalam bentuk compact disk. Tempat yang digunakan untuk menyimpan dokumentasi tersebut berupa softcase sehingga mudah dibawa-bawa sehingga memudahkan untuk mencari. Dalam menyimpan software-software tersebut Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang belum memiliki tempat yang khusus dengan demikian terkadang dokumentasi dalam bentuk compact disk terlihat berserakan. Idealnya selain sebuah locker sebagai untuk menyimpan dokumentasi dalam bentuk sebuah laporan-laporan tertulis, hendaknya dalam menyimpan sebuah dokumentasi dalam bentuk compact disk dibuat sebuah lemari yang dapat terlihat dan disuusun secara rapi sehingga jika diperlukan tinggal mengambil dari lemari tersebut dan menyimpannya kembali jika sudah dipergunakan. Namun yang menjadi kekurangan adalah belum memiliki ruangan khusus tempat penyimpanan dokumentasi sehingga terkadang masih terdapat dokumentasi-dokumentasi yang tidak sesuai pada tempatnya dan dapat menyulitkan untuk mencari data yang dibutuhkan.
Ketiga, adanya evaluasi data yaitu data perlu dievaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dalam memberikan informasi. Evaluasi data tersebut dilakukan agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dengan adanya evaluasi data selain dapat mengetahui data apa saja yang kurang, evaluasi data juga dapat digunakan sebagai sebuah penilaian dari beberapa instansi dalam memberikan data. Penilaian disini diartikan bahwa sejauh mana instansi tersebut dapat memberikan sebuah data yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk dijadikan sebuah informasi ke dalam SIMPEG. 
Berdasarkan hal tersebut, evaluasi data bertujuan agar dapat memberikan informasi yang up to  date dan sesuai dengan kebutuhan. Pengolahan data menjadi informasi dilakukan setiap hari dalam SIMPEG. Adapun cara yang digunakan untuk mengevaluasi data dalam SIMPEG adalah selain terdapat prosedur standar operasional dalam memasukan informasi kedalam SIMPEG, juga berupa masukan dari instansi-instansi yang terkait sehubungan dengan informasi apa yang akan dimasukan ke dalam SIMPEG. Dengan demikian, maka evaluasi data dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 sudah sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan. 
Dokumentasi merupakan faktor pendukung dalam menentukan kondisi data infastruktur dalam   Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dokumentasi yang mendukung dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 seperti alat dokumentasi dan proses evaluasi data dapat dikatakan sudah memadai namun masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi. Kekurangan tersebut terletak pada tempat penyimpanan dokumentasi. Seperti belum tersedianya ruangan khusus dalam menyimpan dokumentasi serta jumlah tempat penyimpanan dokumentasi seperti locker yang masih kurang sehingga data dari setiap SKPD masih ada yang disatukan. 

4.1.3 Ketersediaan Data yang Berkualitas yang Mendukung dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009. 
Data yang berkualitas sangat diperlukan dalam memberikan informasi. Dengan adanya data yang berkualitas maka informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas juga. Dalam menentukan apakah data tersebut berkualitas atau tidak maka dapat dilihat dari adanya data yang akurat, tepat, sesuai dengan kebutuhan dan lengkap. Berdasarkan indikator-indikator tersebut maka ketersediaan data yang berkualitas yang mendukung dalam  penerapan e- Government Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 meliputi:
Pertama, adanya keakuratan data. Keakuratan data dibutuhkan sekali dalam informasi karena jika informasi tidak akurat maka informasi tersebut akan ditinggalkan karena tidak akan ada lagi yang mempercayai erhadap informasi tersebut. Proses untuk memperoleh data yang akurat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berdasarkan hasil wawancara dalam Penerapan SIMPEG Kabupaten Subang cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang akurat untuk dimasukan ke dalam SIMPEG adalah dengan cara meminta langsung ke instansi terkait sehubungan dengan informasi apa yang akan dimasukan ke dalam SIMPEG. Dengan demikian Informasi didalam SIMPEG akurat. Namun dalam prakteknya masih ada kendala yang dihadapi dalam meminta data secara langsung ke instansi yang terkait. Kendala tersebut diantaranya masih menganggap bahwa tidak begitu penting memberikan data untuk dimasukan ke dalam SIMPEG selain itu terkadang masih ada instansi yang memahami tentang kegunaan SIMPEG tersebut.
Kedua, adanya ketetapan waktu dalam memberikan data. Data yang diperlukan hendaknya diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketetapan waktu dalam memberikan data tersebut dimaksudkan agar infomasi dapat diberikan tepat waktu dan sesuai dengan situasi yang ada. Semakin tepat data tersebut diberikan maka semakin cepat informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh. 
Adapun dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009, ketetapan waktu dalam memberikan data terkadang terhambat. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang khususnya yang mengelola SIMPEG masih kurang. Dengan demikian terkadang informasi dalam SIMPEG tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau informasi tersebut sudah lama dan belum diperbaharui. Selain itu kendala yang dihadapi sehubungan dengan ketepatan waktu dalam memberikan informasi adalah seringkali instansi yang ada tidak cepat tanggap dalam memberikan data kepada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Dengan demikian selain kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang hal lain yang menjadi kendala adalah belum ada kesadaran yang tinggi dari setiap instansi terkait sehubungan dengan ketepatan waktu dalam memberikan data. Kendala yang dihadapi tersebut dikarenakan terkadang instansi belum memahami data apa saja yang diperlukan untuk dijadikan informasi ke dalam SIMPEG sehingga Bagian Humas harus mengambil sendiri ke instansi tersebut sehingga memerlukan waktu lagi.
Ketiga, adanya data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam memberikan data hendaknya memberikan data yang sesuai dengan kebutuhan data yang akan dimasukan ke dalam SIMPEG. Sehingga tidak ada data yang direkayasa dan informasi tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam sebuah informasi data yang diperoleh harus sesuai dengan kebutuhan karena informasi tersebut dibuat untuk orang banyak. 
 Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang dipusatkan di Bagian Humas Sektretariat Daerah Kabupaten Subang. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas itu sendiri. Secara tidak langsung data dari setiap instansi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Subang sudah dimiliki oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang sehingga Bagian Humas tinggal mencari data apa saja yang diperlukan untuk melengkapi kekurangan yang dibutuhkan. Adapun data yang kurang data tersebut bisa dirubah melalui telepon. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dilihat bahwa terdapat data yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang sebagai pengolah data menjadi informasi ke dalam SIMPEG. 
Keempat, adanya kelengkapan data yang dibutuhkan. Kelengkapan dalam memberikan data merupakan faktor penting dengan memberikan data yang lengkap maka informasi dapat diolah dengan baik dan diperoleh informasi yang lengkap juga. Berdasarkan hasil wawancara kelengkapan data dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang masih kurang. Hal ini disebabkan karena beberapa instansi masih menganggap bahwa tidak terlalu penting memberikan data yang begitu lengkap untuk dimasukan ke dalam SIMPEG. Data yang dibutuhkan dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang belum dapat terpenuhi. Akibatnya masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut merasa Informasi yang ada dalam SIMPEG belum lengkap dan perlu ditambahkan lagi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan data yang berkualitas guna mendukung data infrastruktur dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 belum sesuai dengan yang direncanakan. Kendala yang dihadapi yaitu beberapa instansi masih menganggap bahwa tidak terlalu penting memberikan data yang begitu lengkap untuk dimasukan kedalam SIMPEG karena takut kerahasiaan data instansi tersebut diketahui instansi lain. Terkadang informasi di dalam SIMPEG kurang begitu lengkap. Secara intern Bagian Humas menyadari bahwa masih kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam mengelola data menjadi informasi kedalam SIMPEG menjadi faktor penghambat dalam memberikan informasi yang terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

4.1.4 Menjaga Keamanan Data yang Diperoleh yang Berhubungan dengan  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009. 
Menjaga keamanan data memang sangat dibutuhkan hal ini dikarenakan data tersebut menyangkut data yang sifatnya intern. Dengan demikian diperlukan antisipasi untuk menjaga agar data tersebut aman. Hal yang dilakukan biasanya dengan menyimpan rapi data tersebut ke dalam sebuah tempat yang dianggap aman dan tidak diketahui orang banyak. Adapun cara yang dilakukan dalam menjaga keamanan data dalam SIMPEG. Sebagian besar data yang diperoleh dari instansi-instansi yang ada Kabupaten Subang sudah berupa data-data elektronik sehingga disimpan ke dalam komputer. adapun cara menjaga keamanan data tersebut maka dibuat sebuah Password dalam komputer tersebut. Hal ini dilakukan karena data yang ada dapat tersimpan dengan aman. Adapun Password tersebut  hanya diketahui oleh Kepala Subbagian pelayanan informasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang karena beliau yang secara penuh bertanggungjawab dalam menjaga keamanan data yang ada. Perubahan password tersebut dilakukan secara berkala untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Bentuk lain dalam menjaga keamanan data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait  yang berbentuk buku laporan ataupun dokumen-dokumen penting lainnya dilakukan dengan cara memasukannya ke dalam lemari. Sedangkan data dalam bentuk compact disk disimpan didalam sebuah tempat compact disk lalu disimpan ke dalam lemari yang ada khusus di meja Kepala Subbagian pelayanan informasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.Upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan data yang diperoleh dalam mendukung Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang sudah cukup baik. Berdasarkan uraian di atas, kondisi data infrastruktur dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang belum memadai. Hal ini disebabkan tidak adanya ketetapan prosedur kegiatan dan kurang tersedianya data yang berkualitas.. Hal ini disebabkan beberapa instansi terkait masih belum menganggap penting untuk memberikan data kepada Bagian Humas dalam membuat informasi  ke dalam SIMPEG.
Berdasarkan dari pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa kondisi data infrastruktur dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah cukup memadai serta memiliki tujuan yang jelas yaitu sebagai pusat layanan informasi secara cepat, dan akurat. Namun belum dapat terpenuhi secara optimal. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya ketetapan prosedur kegiatan, sehingga belum adanya standarisari yang dijadikan pedoman dalam memberikan informasi yang baik ke dalam SIMPEG. Dalam penyusunan anggaran, belum adanya suatu lembaga yang profesional yang dapat mengelola baik secara teknis dan non teknis segala sesuatu mengenai SIMPEG. kendala lain yang dihadapi adalah Kabupaten Subang tidak memilikinya  yang mengatur secara teknis tentang Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah.
Kekurangan tempat dalam menyimpan dokumentasi menjadi hal yang perlu diperhatikan. Adapun kekurangan tersebut terletak pada belum tersedianya ruangan khusus dalam menyimpan dokumentasi. Selain itu jumlah tempat penyimpanan data itu sendiri masih kurang sehingga data yang diperoleh tidak tersusun dengan rapi. Kendala lain yang dihadapi adalah memberikan informasi adalah beberapa instansi masih belum memahami tentang SIMPEG. Bahkan terkadang beberapa instansi masih menganggap bahwa tidak terlalu penting memberikan data yang begitu lengkap untuk dimasukan kedalam SIMPEG karena takut kerahasiaan dan instansi tersebut diketahui instansi lain.
 



4.2 Ketersediaan Dasar Hukum dalam  Penerapan SIMPEG    Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009
Dasar hukum merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah . Dasar hukum tersebut sering dijadikan sebagai sebuah kekuatan dalam sebuah .Yang menjadi dasar hukum dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 meliputi (1) adanya berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat (2) adanya berbagai peraturan perundang-undangan ditingkat daerah. Berdasarkan indikator tersebut maka dasar hukum dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 adalah
Pertama, adanya peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mendasari. Undang-Undang digunakan sebagai landasan dalam proses sebuah . Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka kita dapat mengetahui hal apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan perumusan . Yang mendasari  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 adalah 
· UU No.22/2004 tentang Pemerintahan Daerah
· UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan dan daerah
· UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN
· Inpres No.7/1999 tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah
· Inpres No.50/2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
· Inpres No.2/2001 tentang Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia
· Inpres No.6/2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informasi) di Indonesia
Kedua, adanya Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan sebuah peraturan dari Pusat artinya sudah ada keputusan dari pusat untuk melaksanakan sebuah . Dengan adanya peraturan daerah tersebut maka segala keputusan yang telah ditetapkan harus segera dilaksanakan. Adapun peraturan daerah tersebut bertujuan sebagai sebuah kekuatan dalam hukum. Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah tersebut berdasarkan SK PINLAK No.01/SIM/PI-Humas//2006 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Sistem Informasi Manjemen (SIM) Kabupaten Subang. Berdasarkan SK tersebut maka pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dilakukan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui Surat Keputuan tersebut. Jika dilihat peraturan-peraturan tersebut hanya bersifat umum artinya peraturan-peraturan secara teknis dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tidak ada.
Berdasarkan hasil wawancara Kabupaten Subang belum memiliki peraturan teknis yang mendasari Penerapan SIMPEG. Peraturan teknis sangat diperlukan karena dengan adanya peraturan secara teknis tersebut, Penerapan SIMPEG akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Adapun peraturan teknis tersebut diperlukan sebagai landasan kegiatan pengelolaan SIMPEG sehari-hari seperti berbagai pelaksanaan yang harus dilakukan baik secara teknis maupun non teknis. Pembuatan peraturan teknis tersebut seharusnya dibuat oleh suatu lembaga yang sesuai dengan Penerapan SIMPEG. Adapun kendala yang dihadapi misalnya belum adanya peraturan yang mengatur pembentukan  yang seharusnya SIMPEG tersebut dikelola oleh lembaga khusus yang menangani tentang e-Government itu sendiri seperti Kantor Pengolahan Data Elektronik ().  sangat penting keberadaanya karena lembaga tersebut mengelola tentang  data-data elektronik. Penerapan SIMPEG memang memerlukan sebuah lembaga yang khusus untuk mengolah data. Adapun data dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah sebagian besar merupakan data elektronik. Pembentukan  Kabupaten Subang sangat dibutuhkan. Dengan adanya  maka peraturan teknis dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang akan terbentuk.
Dengan demikian  dapat dilihat dasar hukum dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang ada baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Namun belum terdapat peraturan secara teknis yang mendasari dalam pelaksanaan  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang. Sehingga dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang terkadang terhambat dikarenakan tidak adanya peraturan secara teknis yang seharusnya dibuat oleh suatu lembaga khusus yang sesuai dengan penerapan e- Government Kabupaten Subang seperti .


4.3 Koordinasi antar Instansi dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009.
	Koordinasi antar instansi sangat diperlukan untuk lebih mengetahui hal apa saja yang diinginkan dari instansi tersebut dan bagaimana instansi tersebut menanggapinya. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam koordinasi antar instansi meliputi adanya koordinasi antar instansi, kerjasama  dan komunikasi yang baik antar instansi. Dalam melakukan koordinasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalukan koordinasi dengan Seluruh instansi yang ada Kabupaten Subang. Hal tersebut dikarenakan SIMPEG selain dibentuk guna lebih meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, SIMPEG juga bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap aparaturnya itu sendiri.
Berdasarkan hal tersebut maka dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu
	Pertama, adanya koordinasi antar instansi. Dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi maka akan tercipta hubungan yang erat di setiap instansi. Adapun dalam berkoordinasi hal yang disampaikan adalah bagaimana untuk mengoperasikan SIMPEG tersebut. Selain itu apa keunggulan SIMPEG bagi instansi dan manfaat yang dapat diperoleh dari SIMPEG tersebut.
Dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang mengalami sedikit kendala karena dari fungsi kelembagaan belum dikelola oleh lembaga khusus, secara tidak langsung Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang tidak mempunyai kewenangan dalam proses e-Government itu sendiri. Dengan demikian proses pemberian data agak sedikit terhambat. Kendala lainnya karena ada yang belum mengetahui untuk apa SIMPEG tersebut dan apa hasil yang diperoleh dari SIMPEG. Ketika Bagian Humas ingin meminta data dari instansi terkait karena akan ditampilkan ke dalam SIMPEG, Bagian Humas memberikan penawaran terlebih dahulu artinya tidak memaksa. Dengan demikian jika instansi terkait bersedia untuk ditampilkan dalam SIMPEG hendaknya sekaligus memberikan data yang dibutuhkan untuk ditampilkan ke dalam SIMPEG. 
Koordinasi antar instansi merupakan salah satu cara untuk melihat kondisi data infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara maka koordinasi antar instansi dalam   Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang belum tercapai dengan maksimal hal tersebut dikarenakan Bagian Humas tidak memiliki fungsi khusus dalam proses e-Government Kabupaten Subang selain itu masih kurangnya pemahaman tentang kegunaan SIMPEG itu sendiri bagi instansi. mengingat situasi yang ada Kabupaten Subang, koordinasi antar instansi belum optimal karena belum adanya kewenangan yang jelas bahwa Bagian Humas sebagai kordinator. Idealnya seperti di kabupaten/kota lainnya, koordinasi ini dilakukan oleh  sebagai institusi yang memiliki kewenangan menerapkan e-Government di daerah.
	Kedua, adanya kerjasama yang baik antar instansi. Kerjasama yang antar instansi diperlukan untuk lebih memudahkan dalam mencari data, selain itu dengan adanya kerjasama yang baik maka suasana kerja akan lebih baik. Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang lebih ke proses permintaan data. Dalam mencari data yang diperlukan untuk SIMPEG, Bagian Humas secara langsung meminta data yang dibutuhkan dalam SIMPEG. Terkadang kendala yang dihadapi karena instansi belum mengetahui data apa saja yang diperlukan untuk dijadikan Informasi ke dalam SIMPEG, sehingga Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang meminta langsung data yang diperlukan kepada instansi terkait. Jika dilihat kerjasama antar instansi belum dikatakan baik. Hal tersebut dapat terlihat sebagai pemberi informasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang belum mensosialisasikan Penerapan SIMPEG secara baik hal ini diketahui dengan masih adanya instansi yang belum mengetahui  data apa saja yang harus diberikan instansi tersebut untuk diproese menjadi sebuah informasi ke dalam SIMPEG.
	Ketiga, adanya komunikasi yang baik antar instansi. Dalam berkomunikasi diperlukan sebuah media. Adapun media yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya sebuah Media maka komunikasi akan lebih baik. Dalam menentukan Media apa yang cocok untuk dipergunakan dalam berkomunikasi hendaknya dipilih yang sesuai dengan kebutuhan dan media tersebut sudah sering digunakan dalam berkomunikasi. Jika tidak memperhatikan hal tersebut proses berkomunikasi akan mengalami hambatan sehingga tidak dapat menciptakan komunikasi yang baik antar instansi
Adapun Media yang digunakan dalam menciptakan komunikasi yang baik antar instansi misalnya Media telepon, faksimili dan media elektronik lainnya seperti jaringan komputer yang terhubung dari setiap Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Subang yang dapat mendukung dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang. Media yang sering digunakan dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah adalah telepon karena Media tersebut lebih cepat dan tepat untuk berkomunikasi. 
Isi pesan yang disampaikan melalui telpon tersebut biasanya berupa perintah atau hal-hal yang perlu secepatnya diproses dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah. Namun dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih layanan sms dapat dijadikan media dalam berkomunikasi. Jika dilihat layanan sms lebih dipahami. Dengan adanya komunikasi yang baik maka kerjasama antar instansi akan semakin baik. Selain itu dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah terdapat media lain yang dapat digunakan dalam berkomunikasi yaitu dengan adanya jaringan komputer antar instansi. Jaringan komputer tersebut di bangun selain dapat lebih mempermudah dalam memberikan data dari setiap instansi, jaringan komputer tersebut dapat digunakan untuk mengakses SIMPEG. Namun terdapat kendala yang dihadapi dalam melakukan komunikasi menggunakan jaringan komputer tersebut. Dari hasil wawancara hal yang menjadi kendala dalam melakukan komunikasi dengan menggunakan jaringan komputer adalah tidak adanya petunjuk teknis penggunaaan jaringan komputer sehingga menyulitkan instansi itu sendiri dalam memberikan data Kepada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Selain itu jumlah aparatur yang dapat menggunakan jaringan komputer dari setiap instansi masih terbatas. Dengan demikian komunikasi terkadang terhambat dengan kendala tersebut. Dengan keterbatasan jumlah aparatur yang dapat menggunakan jaringan komputer tersebut akhirnya data yang seharusnya menjadi rahasia bagi instansi tersebut dapat diketahui oleh instansi lain karena tidak memahami secara teknik penggunaan jaringan komputer tersebut. 
Dari hasil pemaparan tersebut maka koordinasi antar instansi dalam Penerapan SIMPEG sudah cukup baik. Namun yang menjadi sebuah kendala adalah dalam melakukan komunikasi dengan menggunakan jaringan komputer. kendala tersebut disebabkan karena jumlah  aparatur yang dapat menggunakan jaringan komputer dari setiap instansi masih terbatas. Selain itu tidak adanya petunjuk teknis dalam penggunaan jaringan komputer sehingga terkadang menyulitkan aparatur itu sendiri.

4.4 Ketersediaan Aparatur dalam  Penerapan SIMPEG       Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009
	Ketersediaan aparatur dalam Penerapan SIMPEG sangat diperlukan karena dengan tersedianya aparatur yang mencukupi maka Penerapan SIMPEG dapat berjalan dengan baik. Adapun untuk melihat ketersediaan aparatur dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang  yang harus diperhatikan yaituaparatur tersebut harus memiliki pengetahuan yang menunjang, memiliki skill yang mendukung, adanya budaya berbagi informasi dan memiliki jumlah aparatur yang memadai. Berdasarkan indikator-indikator tersebut maka ketersediaan aparatur dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang dapat dilihat dari:
Pertama, memiliki pengetahuan yang menunjang. Memiliki pengetahuan yang menunjang dalam Penerapan SIMPEG saat ini sangat diperlukan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Pengetahuan akan teknologi informasi sangat diperlukan dengan adanya Penerapan SIMPEG aparatur harus siap melaksanakannnya. Salah satu cara untuk mengetahui pengetahuan aparatur adalah melalui tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat pendidikan para pegawai yang khusus menangani dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, yaitu
Tabel 4.2
Daftar pegawai Subbagian Pelayanan Informasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

	No
	Nama
	NIP
	Jabatan
	Pangkat / Gol. Ruang

	1. 
	Drs. Taufik Hidayat, Msi
	050 064 553
	Kasubag Pelayanan Informasi
	Penata Tk. I III/d

	2. 
	Dwi Kuntwi Manujayani
	380 058 770
	Pelaksana
	Pengatur Muda Tk. I II/b

	3. 
	Indra Ismail Pohan
	480 129 476
	Pelaksana
	Pengatur Muda II/a



(Sumber : Peraturan Bupati Purwakarta, 2005)

Jika dilihat dari faktor usia, yang lebih berperan dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang adalah oleh aparatur yang berusia muda.  Hal ini disebabkan teknologi informasi sudah tidak asing lagi bagi aparatur tersebut sekarang ini. Berdasarkan hasil wawancara dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah. Hal ini lebih kepada keterampilan dalam melakukan proses pengolahan data menjadi informasi ke dalam SIMPEG. Kemajuan teknologi informasi sudah tidak asing lagi bagi generasi muda sehingga tidak terlalu sulit. dalam menggunakannya. Dalam meningkatkan pengetahuan aparatur Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang hal yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pendidikan lebih lanjut. Pendidikan tersebut bertujuan untuk menaikan pangkat golongan aparatur itu sendiri.
Namun bukan berarti aparatur lain tidak bisa melakukan pekerjaaan tersebut. Aparatur lainnya lebih ikut berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan aparatur yang menunjang dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang sudah cukup memadai akan tetapi  jika dilihat dari faktor usia dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah banyak dilakukan oleh generasi muda.
Kedua, adanya skill ( keterampilan) yang mendukung. Keterampilan dapat membantu dalam Penerapan SIMPEG. Keterampilan yang dimiliki aparatur saat ini khususnya dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah sudah cukup baik. Namun seiring kemajuan teknologi yang semakin hari semakin baik serta semakin beragam kemudahan yang diberikan maka hendaknya dilakukan pelatihan khusus tentang e-Government.
Adapun cara yang dilakukan guna meningkatkan keterampilan yang mendukung dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah dilakukan dengan melakukan pelatihan khusus dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah. Pelatihan tersebut bertujuan untuk lebih mengetahui keterampilan aparatur khususnya dalam SIMPEG. Pelatihan yang dilakukan dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tersebut lebih kepada pemasukan data kedalam SIMPEG selain itu pelatihan tentang program-program yang diperlukan atau yang digunakan di dalam SIMPEG. 
Berdasarkan hasil wawancara pelatihan yang di ikuti oleh aparatur guna meningkatkan keterampilannya adalah dengan mengikuti kursus tentang program-program yang mendukung Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah. Selain itu dengan mengirimkan beberapa aparatur untuk melakukan pelatihan yang berhubungan dengan IT yang diselenggarakan oleh pihak lain. Berdasarkan pelatihan tersebut keterampilan aparatur tersebut jadi lebih meningkat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aparatur sekarang lebih cepat dan sikap dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah. 
Secara intern pelatihan khusus dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang dilakukan sehari setelah SIMPEG tersebut pertama kalinya dioperasikan. Namun jika pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain, biasanya dilakukan rutin setiap akhir tahun yang diselenggarakan oleh PT Indosat.
Ketiga, adanya budaya berbagi informasi. Budaya berbagi informasi dimaksudkan untuk lebih memperoleh data yang akurat. Seperti halnya dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah  budaya berbagi informasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan dalam ruangan rapat saja akan tetapi dilakukan dengan mengunakan sarana jaringan komputer yang telah disediakan.dengan mengunakan sarana jaringan komputer tersebut data dapat diperoleh dengan cepat.
Namun terdapat kendala dalam berbagi informasi dalam menggunakan jaringan komputer. Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang dihadapi tersebut lebih kepada sumber daya manusia. Masih kurangnya aparatur di setiap instansi yang mengetahui dan bisa mempergunakan jaringan komputer menjadi kendala utamanya. 
Keempat, memiliki jumlah aparatur yang memadai. Ketersediaan jumlah aparatur dalam Penerapan SIMPEG haruslah sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan jumlah aparatur yang cukup maka proses penyampaian informasi akan lebih cepat. Adapun jumlah aparatur dalam  Penerapan SIMPEG Kabupaten Subang tahun 2009 khususnya di Bagian Humas yang mengolah SIMPEG hanya 3 orang. Hal tersebut menjadi kendala karena dengan keterbatasan jumlah yang dimiliki terkadang informasi yang diberikan agak sedikit terhambat. Secara kelembagaan seharusnya Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang adalah dengan membuat lembaga khusus sehingga jumlah aparatur dalam menjalankan tugas tersebut akan sesuai dengan yang dibutuhkan.  
Berdasarkan pemaparan diatas maka ketersediaan aparatur dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang belum mencukupi. Hal ini disebabkan karena jumlah aparatur yang secara khusus mengelola SIMPEG Kabupaten Subang hanya berjumlah tiga orang. Dengan demikian jumlah tersebut belum dapat mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah sarana teknologi yang mendukung dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Selain itu jumlah aparatur yang dapat menggunakan jaringan komputer sebagai sarana dalam berbagi informasi masih terbatas. 

Namun jika dilihat dari upaya meningkatkan pengetahuan tentang Penerapan SIMPEG sudah cukup baik. Selain itu  dalam meningkatkan keterampilan aparatur dengan melakukan pelatihan yang berhubungan dengan Penerapan SIMPEG sudah cukup bagus. 

4.5 Ketersediaan Sarana Teknologi dalam  Penerapan SIMPEG  Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2009
Sarana teknologi merupakan faktor utama untuk menetukan apakah sarasna yang dimiliki tersebut memadai atau tidak dan bagaimana keemudahan yang diberikan dalam mengaksesnya. Hal lain yang dapat mendukung sarana teknologi tersebut adalah jarinagn komputer dan komputer beserta sofwarenya.
Pertama, jaringan komputer. Sarana teknologi merupakan hal yang penting dalam teknologi informasi dengan memiliki sarana teknologi yang memadai maka informasi dapat lebih cepat dan beragam untuk diberikan. Selain itu dengan adanya sarana teknologi yang memadai maka  akan semakin mudah untuk mengaksesnya. Dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, kemudahan dalam mengakses yang diberikan adalah dengan cara membuat jaringan komputer yang dihubungkan dengan seluruh  bagian yang di Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Dengan adanya jaringan tersebut maka lebih memudahkan dalam melakukan pertukaran data.
Adapun jumlah sarana teknologi yang khusus digunakan untuk SIMPEG berjumlah 7 unit komputer dengan jaringan LAN DAN WIFI. Jaringan tersebut digunakan untuk lebih memudahkan dalam mengakses dan lebih memudahkan dalam pertukaran data antar instansi.Untuk jaringan WIFI dapat digunakan di sekitar lingkungan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Sedangkan jaringan LAN dihubungkan ke semua Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Subang termasuk Rumah Dinas Bupati. Dengan adanya fasilitas jaringan tersebut maka sarana teknlogi yang mendukung dalm Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat dengan membangun fasilitas jaringan WIFI dan jaringan LAN. Hal tersebut dapat dipahami karena dengan membangun fasilitas jaringan tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat dan aparaturnya. 
Kedua, komputer beserta softwarenya. Dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang terdapat sarana teknologi yang mendukung diantaranya dengan memiliki 80 unit komputer yang ada di seluruh bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Subang beserta Rumah Dinas Bupati dan ruang-ruang lainnya yang dianggap penting. Namun jumlah tersebut dapat berubah artinya setiap tahun ada pengadaan dan pembaharuan komputer. 
Kualitas sarana teknologi tersebut sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang terdapat sarana teknologi yang mendukung diantaranya dengan memiliki 80 komputer yang ada di seluruh bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Subang beserta rumah Dinas Bupati dan ruang-ruang lainnya yang dianggap penting. Namun jumlah tersebut dapat berubah karena  setiap tahun ada pengadaan dan penggantian komputer. 
Namun yang menjadi masalah adalah belum adanya divisi pemeliharaan sarana teknologi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang menjadi hambatan dalam ketersediaan sarana teknologi bukan berdasarkan kurangnya sarana tersebut melainkan sarana yang tersedia tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya karena kerusakan-kerusakan. Adapun pengadaan program-program yang mendukung Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang dilakukan dengan dilakukan sebuah tender adapun sebuah tender tersebut dihadiri oleh beberapa konsultan. Dalam hal ini proses keputusan dalam menentukan pemenang  tender tersebut dilakukan melalui beberapa kriteria. Adapun salah satu kriteri tersebut adalah bagaimana membuat sebuah program-program tersebut agar lebih menarik, namun yang lebih penting adalah memberikan kemudahan dalam mengakses.Berdasarkan hasil wawancara, biaya yang dikeluarkan untuk membuat programnya saja yang mendukung dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah sebesar lima puluh juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk biaya dalam pembelian alat serta transoprtasi. Jadi biaya awal yang diperlukan untuk SIMPEG sebesar lima ratus juta rupiah. 
Jika dibandingkan dengan propinsi Kalimantan Barat dana yang dikeluarkan dalam pembuatan sebuah media yang kegunaannya sama seperti SIMPEG Kabupaten Subang dana yang dikeluarkan sebesar satu milyar rupiah. Dana tersebut jika dibandingkan dengan dana yang diperlukan untuk SIMPEG sangat jauh. Namun minimnya dana yang dikeluarkan untuk SIMPEG dikarenakan dalam pembentukan SIMPEG Pemerintah Kabupaten Subang hanya menggunakan jasa vendor tersebut berupa programnya saja selebihnya segala bentuk dan tampilan yang ada di dalam SIMPEG dikerjakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Berbeda dengan propinsi Kalimantan tersebut, dana yang dikeluarkan sudah termasuk semua baik secara teknis maupin non teknis sehingga tinggal digunakan saja.  
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana teknologi dalam  penerapan e–Government Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang sudah memadai dan layak untuk dipergunakan. Namun yang menjadi kendala adalah sarana yang telah ada terkadang tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan tidak adanya divisi pemeliharaan sarana teknologi itu sendiri. Selain itu, jumlah komputer yang telah ada seperti spesifikasi dan software-softwarenya perlu ditingkatkan agar Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah baik lagi.

4.6 Strategi Pemikiran Pemimpin dalam  Penerapan SIMPEG  Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009
Strategi pemikiran pemimpin sangat diperlukan dalam mendukung  Penerapan SIMPEG dengan adanya strategi tersebut maka akan diketahui seberapa besar pemimpin tersebut mempunyai keinginan dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang. Adapun untuk mengetahui strategi pemikiran pemimpin  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang dapat dilihat melalui Pemimpin yang memiliki visi, strategi, kesadaran yang tinggi serta pengetahuan yang luas dan Pemimpin yang memiliki keterampilan yang mendukung juga memiliki komitmen yang kuat. Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui strategi pemikiran  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang sebagai berikut:
	Pertama, pemimpin yang memiliki visi yang jelas. Memiliki visi dalam sebuah pembangunan sangat diperlukan karena dengan adanya visi tersebut kita dapat mengetahui apa yang diinginkan dalam pembangunan tersebut. Adapun visi dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang adalah guna menciptakan pemerintahan yang berbasis elektronik sebagai pusat informasi tentang Pemerintahan Kabupaten Subang dalam satu alat yaitu SIMPEG. Berdasarkan hasil wawancara Visi Kepala Subbagian Pelayanan Informasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang adalah ingin meningkatakan pelayanan informasi yang cepat, tepat serta akurat. Dengan demikian pemimpin dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah sudah memiliki visi untuk mrenigkatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat.
	Kedua, pemimpin yang memiliki strategi yang jelas. Strategi sangat diperlukan dalam sebuah kegiatan yaitu diperlukan untuk lebih mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan. Adapun yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi adalah melalui pendekatan, bagaimana menghadapi masalah yang sedang dihadapi, cara agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka strategi pemikiran pemimpin dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang. 
Dalam melakukan pendekatan yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah adalah dengan cara sering melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya secara langsung Kepala Subbagian Pelayanan Informasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang  memberikan pelatihan dasar tentang Penerapan SIMPEG yang sudah menjadi kebutuhan. Adapun pendekatan secara tidak langsung adalah dengan cara menggunakan fasilitas lain seperti jaringan komputer yang telah disediakan. Dengan adanya jaringan diharapkan akan dapat menimbulkan rasa ingin tahu. 
Adapun cara yang dilakukan oleh Kepala Subbagian Pelayanan Informasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan Penerapan SIMPEG adalah dengan melakukan survei langsung ke lapangan mengenai hal apa saja yang menjadi masalah yang dihadapi. Adapun jika bisa diselesaikan segera maka hendaknya diselesaikan secepatnya. 
Agar  penerapan dapat berjalan sesuai dengan tujuan maka pemimpin sering melakukan diskusi tentang hal apa saja yang menjadi kendala di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara diskusi tersebut dikalukan setiap hari, karena dalam SIMPEG terdapat informasi yang perlu dirubah setiap hari. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang sangat baik dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam bekerja.
	Ketiga, pemimpin yang memiliki kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang tinggi sangat diperlukan bagi seorang pemimpin, dengan adanya kesadaran yang tinggi maka akan mencerminkan pemimpin yang baik juga. Dalam hal ini kesadaran yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang adalah Kepala Subbagian Pelayanan Informasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang sadar akan pentingnya Penerapan SIMPEG. Adapun salah satu cara yang dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparaturnya dalam bidang teknologi informasi, selain itu mensosialisasikan kepada seluruh aparatur bahwa SIMPEG tersebut merupakan suatu media yang memberikan informasi yang akurat baik bagi aparatur maupun bagi masyarakat Kabupaten Subang. 
	Keempat, pemimpin yang memiliki pengetahuan yang luas. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya, hal ini dimaksudkan agar tidak meremehkan atasannya. Dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang pengetahuan seorang pemimpin dalam Penerapan SIMPEG sangat luas. Hal ini dapat dilihat melalui latar belakang pendidikan Kepala Subbagian Pelayanan Informasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang tersebut yang secara garis besar sudah tidak asing lagi mengenai teknologi informasi. Dengan demikian pemimpin tersebut sudah mengetahui hal apa saja yang harus diperhatikan dalam Penerapan SIMPEG khususnya SIMPEG Kabupaten Subang.
	Kelima, pemimpin yang memiliki skill yang cukup baik. Hal tersebut sangat diperlukan dalam menentukan suatu keputusan artinya jika pemimpin tersebut memiliki keterampilan yang cukup baik maka pemimpin tersebut akan mengetahui hal apa yang perlu diperhatikan dalam memerintahkan tugas kepada bawahannya. Selain itu jika pemimpin tersebut memiliki keterampilan yang cukup dalam Penerapan SIMPEG maka akan lebih baik dalam membuat keputusan yang akan diambilnya. 
Berdasarkan hal tersebut keterampilan seorang Kepala Subbagian pelayanan informasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang cukup baik hal itu dapat dilihat hasil karya yang dbuatnya. Karena pemimpin tersebut berlatar belakang pendidikan dalam bidang disain grafis maka seluruh tampilan yang ada di SIMPEG dibuat oleh Kepala Subbagian pelayanan informasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Dengan demikian keterampilan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut dapat berguna bagi  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang.
	Keenam, pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat. Seorang pemimpin haruslah mempunyai komitmen yang kuat hal tersebut dilakukan agar dapat diikuti oleh bawahannya. Adapun komitmen yang ditunjukan oleh Kepala Subbagian Pelayanan Informasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Selalu menghadiri segala kegiatan yang berhubungan dengan Penerapan SIMPEG. Selain itu pemimpin tersebut selalu mengirimkan bawahannya untuk melakukan pelatihan berdasarkan hal tersebut maka Kepala Subbagian Pelayanan Informasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang memiliki komitmen yang kuat mengenai  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah. 
Dengan demikian dapat dilihat bahwa strategi pemikiran seorang pemimpin dalam  Penerapan SIMPEG  Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang cukup memadai dengan memiliki visi yang jelas yaitu ingin lebih meningkatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat, dengan melakukan pendekatan sosialisasi yang merupakan sebuah strategi dalam menerapkan e-Government Di Badan Kepegawaian Daerah.
Adapun kesadaran yang dimiliki pemimpin tersebut adalah dengan melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparaturnya dalam bidang teknologi informasi. Selain itu dengan berlatar belakang pendidikan dalam bidang desain grafis, kepala subbagian Pelayanan informasi maka dalam membuat keputusan akan lebih mengerti keputusan apa yang harus diambil dalam keadaan tertentu. Cara yang dilakukan sebagai komitmen dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah dilakukan dengan menghadiri segala kegiatan yang berhubungan dengan Penerapan SIMPEG dan megirimkan beberapa aparatur untuk melakukan pelatihan. 
	Dengan demikian Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa kondisi data infrastruktur dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah belum dapat terpenuhi secara optimal. tidak adanya ketetapan prosedur kegiatan, sehingga belum adanya standarisari dalam ketetapan prosedur kegiatan. Adapun tujuan Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang sangat jelas yaitu sebagai pusat layanan informasi secara cepat, dan akurat. Tidak adanya suatu lembaga yang profesional yang dapat mengelola baik secara teknis dan non teknis segala sesuatu mengenai SIMPEG dan penyusunan anggaran. Belum tersedianya ruangan khusus dalam menyimpan dokumentasi menjadi suatu kendala yang dihadapi. Selain itu jumlah tempat penyimpanan data itu sendiri masih kurang sehingga data yang diperoleh tidak tersusun dengan rapi. Terkadang beberapa instansi masih menganggap bahwa tidak terlalu penting memberikan data yang begitu lengkap untuk dimasukan ke dalam SIMPEG karena takut kerahasiaan data instansi tersebut diketahui instansi lain.
Peraturan secara teknis yang mendasari dalam pelaksanaan  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang belum tersedia, tetapi Dasar hukum dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang sudah ada baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Koordinasi antar instansi dalam penerapan e-Governemnt sudah cukup baik. hal tersebut dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik sehingga tercipta kerjasama kuat antar instansi. 
Jumlah aparatur dalam  Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang belum cukup memadai hal ini dikarenakan jumlah aparatur yang ada di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Subang yang Khusus mengelola SIMPEG tidak mencukupi. Salah satu upaya dalam meningkatkan  pengetahuan serta keterampilan aparatur adalah dengan melakukan pelatihan yang berhubungan dengan Penerapan SIMPEG. Sarana teknologi dalam  penerapan e–Government Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang sudah memadai dan layak untuk dipergunakan. Terkadang sarana yang telah ada tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Salah salah satu penyebabnya karena aparatur tersebut hanya bisa mengunakan sarana tersebut. Sedangkan dalam pemeliharaannya aparatur tidak dapat menjaga sarana teknologi tersebut. Hal ini disebabkan sebagian besar aparatur hanya bisa menggunkannya saja tanpa bisa merawatnya.
Strategi pemikiran seorang pemimpin diwujudkan dengan memiliki visi yang jelas yaitu keinginan untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat, dengan melakukan pendekatan sosialisasi yang merupakan sebuah strategi dalam menerapkan e-Government Di Badan Kepegawaian Daerah. Adapun kesadaran yang dimiliki pemimpin tersebut adalah dengan melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparaturnya dalam bidang teknologi informasi. 
Salah satu cara yang dilakukan untuk menunjukan komitmen yang kuat dalam Penerapan SIMPEG Di Badan Kepegawaian Daerah dilakukan memerintahkan aparaturnya untuk melakukan pelatihan yang berhubungan dengan Penerapan SIMPEG. 

	














BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Kondisi data infrastruktur dalam Penerapan Simpeg Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Subang tahun 2009 belum dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini disebabkan tidak adanya ketetapan prosedur kegiatan sehingga belum adanya standarisari yang dijadikan pedoman dalam memberikan informasi yang baik ke dalam SIMPEG. Jumlah tempat penyimpanan data itu sendiri masih kurang sehingga data yang diperoleh tidak tersusun dengan rapi dan beberapa instansi masih belum memahami tentang SIMPEG.
2. Ketersediaan dasar hukum dalam Penerapan Simpeg Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Subang tahun 2009 sudah tersedia  baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Namun belum terdapat peraturan secara teknis yang mendasari dalam pelaksanaan Penerapan Simpeg Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Subang. Hal tersebut disebabkan karena Di Kabupaten Subang belum memiliki lembaga khusus seperti  yang mengelola Kepegawaian.. 
3. Koordinasi antar instansi dalam Penerapan Simpeg Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Subang tahun 2009 sudah cukup baik. namun yang menjadi kendala adalah dalam melakukan komunikasi melalui jaringan komputer sebagai salah satu sarana untuk lebih memudahkan dalam memberikan data. Kendala yang dihadapi tersebut dikarenakan jumlah aparatur di setiap instansi yang dapat menggunakan jaringan komputer masih terbatas. Selain itu belum adanya petunjuk teknis dalam penggunaaan jaringan komputer tersebut sehingga terkadang menyulitkan aparaturnya sendiri.
4. Ketersediaan aparatur dalam Penerapan Simpeg Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Subang tahun 2009 belum cukup memadai hal dikarenakan jumlah aparatur yang ada di bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Daerah Kabupaten Subang yang khusus mengelola SIMPEG tidak mencukupi selain itu jumlah aparatur yang dapat menggunakan jaringan komputer sebagai sarana dalam berbagi informasi antar instansi masih terbatas.
5. Ketersediaan sarana teknologi dalam Penerapan Simpeg Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Subang tahun 2009 sudah memadai dan layak untuk dipergunakan. Namun yang menjadi kendala adalah sarana yang telah ada terkadang tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan tidak adanya divisi pemeliharaan sarana teknologi itu sendiri. Selain itu, jumlah komputer yang telah ada seperti spesifikasi dan software-softwarenya perlu ditingkatkan agar Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah baik lagi.
6. Strategi pemikiran pemimpin dalam Penerapan Simpeg Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Subang tahun 2009. disimpulkan bahwa strategi pemikiran seorang pemimpin dalam Penerapan Simpeg  Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Subang sudah cukup memadai dengan melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparaturnya dalam bidang teknologi informasi.

5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan saran yaitu:
1. Kondisi data infrastruktur dalam Penerapan Simpeg Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Subang tahun 2009 hendaknya membentuk sebuah lembaga yang mengelola secara khusus tentang Kepegawaian sehingga dapat membentuk ketetapan prosedur kegiatan dalam Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah. Selain itu dengan adanya lembaga tersebut proses sosialisasi tentang SIMPEG akan lebih terperinci.
2. Ketersediaan dasar hukum hendaknya dibuat  peraturan secara teknis tentang pelaksanaan Kepegawaian khususnya  SIMPEG di Kabupaten Subang guna menjamin ketersediaan dasar hukum.dengan adanya peraturan secara teknik dalam proses pengolahan data menjadi informasi kedalam SIMPEG tidak akan mengalami kesulitan.
3. Koordinasi antar instansi dalam Penerapan Simpeg Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Subang tahun 2009 sudah cukup baik Namun hendaknya lebih sering memberikan pelatihan tentang cara berkomunikasi melalui jaringan komputer. 
4. Ketersediaan aparatur dalam Penerapan Simpeg Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Subang tahun 2009. kurang memadai seharusnya dengan ditambah jumlah aparatur yang sesuai dengan yang dibutuhkan yang dapat mengolah data menjadi informasi ke dalam SIMPEG. selain itu sebaiknya membentuk sebuah  Lembaga yang secara Khusus menangani Kepegawaian di Kabupaten Subang sehingga lebih memudahkan dalam menjalankan tugas karena sesuai dengan tugas dan fungsinya lembaga tersebut.
5. Ketersediaan sarana teknologi dalam Penerapan Simpeg Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Subang tahun 2009. Walaupun ketersediaan sarana teknologi sudah mencukupi, hendaknya lebih menekankan pada pemeliharaannya. Dengan demikian maka saran teknologi yang sudah ada dapat digunakan sebagaimana mestinya. dilakukan dengan meng up-date dan memelihara komputer tersebut secara berkala, oleh teknisi untuk mengantisipasi kerusakan yang parah. 
6. Strategi pemikiran pemimpin dalam Penerapan Simpeg Badan Kepegawaian Daerah di kabupaten Subang tahun 2009. Jika dilihat pemikiran seorang pemimpin tersebut sudah cukup memadai namun hendaknya lebih ditingkatkan lagi baik pengetahuan pemimpin tersebut maupun keahlian dalam bidang e-Government khususnya SIMPEG sehingga akan lebih memotifasi para aparaturnya dalam melaksanakan tugas.
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